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Mahkamah Kehormatan Dewan atau disingkat MKD merupakan salah satu alat 

kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Pada periode sebelumnya, MKD bernama Badan 

Kehormatan (BK). Dengan adanya penggantian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menjadi Undangundang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka terdapat perubahan 

nomenklatur dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Perubahan nomenklatur ini tidak semata-mata berupa perubahan nama, namun juga 

peningkatan kewenangan MKD.  

Beberapa perubahan terkait dengan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:  

- Jumlah Anggota BK pada periode sebelumnya adalah 11 (sebelas) orang, sedangkan 

saat ini jumlah Anggota MKD adalah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang 

ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua  

- Tugas dan kewenangan MKD hampir sama dengan BK yaitu melakukan penyelidikan 

dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota. Namun MKD memiliki tujuan 

eksplisit untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR 

sebagai lembaga perwakilan rakyat 

- Selain itu, MKD memiliki kewenangan baru sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 berupa pemberian 

persetujuan tertulis terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap 

Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana umum.  

- Dalam menindaklanjuti perkara yang berakibat sanksi pemberhentian terhadap 

Anggota DPR, MKD membentuk panel yang berasal dari Anggota Mahkamah 

Kehormatan Dewan dan unsur masyarakat  

Dari Masa Persidangan I sampai IV ini, sudah ada 13 (tiga belas) perkara pengaduan yang 

masuk ke MKD, dengan rincian, sebagai berikut:  

1. 4 (empat) perkara sudah diambil keputusan dengan Putusan Tidak terbukti melakukan 

pelanggaran etik yang dituduhkan dan 2 (dua) perkara telah diumumkan dalam Rapat 

Paripurna tanggal 3 Juni 2015, sedangkan 2 (dua) perkara yang lain akan diumumkan 

pada masa persidangan berikutnya. Perkara yang telah diambil keputusan adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindakan pelanggaran kode 

etik berupa perilaku tidak pantas dan merendahkan citra dan kehormatan sebagai 

Anggota DPR dengan melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara 

Pengadu dengan Teradu.  

b. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga telah menggunakan gelar dan ijazah 

palsu.  
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c. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga telah melakukan penipuan terhadap 

dana bantuan kompensasi kenaikan harga BBM.  

d. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum 

yang menguntungkan diri sendiri. 

2. 7 (tujuh) perkara masih dalam proses, yaitu:  

a. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga memberhentikan staf administrasi 

anggota tanpa pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan dan diduga juga 

telah menggunakan gelar palsu. MKD memutuskan untuk menindaklanjuti 

pengaduan pada masa. Pengadu telah diundang pada tanggal 28 Mei 2015 dan 

Teradu diundang pada tanggal 24 Juni 2015.  

b. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan intervensi terhadap aparat 

penegak hukum. MKD telah menindaklanjuti pengaduan dengan mengundang 

Pengadu pada tanggal 23 April 2015 dan Teradu pada tanggal 21 Mei 2015.  

c. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penghinaan terhadap simbol 

agama dan pidato yang bersifat SARA. MKD telah menindaklanjuti pengaduan 

dengan mengundang Pengadu pada tanggal 23 Juni 2015 dan Teradu pada tanggal 

29 Juni 2015.  

d. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan perubahan rekayasa 

kepemilikan saham suatu perusahaan.  

e. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.  

f. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga tidak memenuhi kewajiban sebagai 

seorang suami.  

g. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penipuan untuk 

mendapatkan suatu pekerjaan dan telah menerima pembayaran terlebih dahulu. 

h. MKD telah menindaklanjuti pengaduan dengan mengundang Pengadu pada 

tanggal 22 Juni 2015 dan Teradu pada tanggal 24 Juni 2015  

3. 1 (satu) perkara tidak ditindaklanjuti, yaitu Pengaduan terhadap Anggota yang diduga 

melakukan penyalahgunaan wewenang  

4. 1 (satu) perkara masih dalam proses verifikasi. Selain menangani perkara pengaduan, 

MKD juga menangani perkara tanpa pengaduan. Sampai Masa Persidangan IV ini, 

MKD telah menangani 5 (lima) perkara tanpa pengaduan. Dari 5 perkara tersebut, 1 

(satu) perkara telah diambil keputusan dan diberikan sanksi Teguran Lisan, yaitu: 

Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang diduga merokok di ruang rapat. 

Sedangkan untuk 4 (empat) perkara lain masih dalam proses pengkajian, yaitu:  

a. Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang diduga melakukan pemukulan.  

b. Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang tertangkap tangan dengan dugaan 

kasus tindak pidana korupsi.  

c. Perkara tanpa pengaduan terkait pencongkelan salah satu ruang fraksi.  

d. Perkara tanpa pengaduan terkait peristiwa yang terjadi sebelum Kode Etik dan Tata 

Beracara dibentuk.  

Selain perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan, terdapat perkara yang merupakan 

permohonan atau permintaan persetujuan dan ijin tertulis penyelidikan dari pihak Kepolisian 

terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi baik sebagai saksi 

maupun sebagai tersangka. Dari perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah diputuskan dengan 

keputusan tidak memerlukan ijin tertulis, karena bukan merupakan kewenangan MKD.  



Proses penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh MKD terhadap suatu perkara baik 

yang melalui pengaduan maupun yang tanpa pengaduan adalah bersifat rahasia sebelum 

perkara diputuskan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyebutkan "MKD wajib 

merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus".  

Setelah pengesahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan 

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 

Dewan, MKD melaksanakan fungsi penegakan Kode Etik demi menjaga keluhuran dan 

kehormatan martabat Anggota Dewan. Fungsi tersebut terbagi kepada 3 (tiga) kinerja sistemik:  

1. Sistem Penindakan  

Sistem penindakan adalah sistem kinerja yang terkait dengan fungsi, tugas dan 

wewenang MKD dalam menindaklanjuti perkara-perkara pengaduan maupun tanpa 

pengaduan yang melibatkan Anggota Dewan. Fungsi tersebut terurai dalam tugas dan 

wewenang verifikasi, penyelidikan dan pemberian keputusan.  

Ada 13 Pengaduan yang masuk dan 5 perkara tanpa pengaduan. Pengaduan dan perkara 

tanpa pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh MKD. Sistem penindakan meliputi 

beberapa kegiatan yaitu:  

a. Surat pengaduan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli baik 

secara administrasi maupun terhadap materi aduannya. Apabila terdapat 

kekuranglengkapan pengaduan maka Sekretariat memberitahukan 

kekuranglengkapan pengaduan terhadap pengadu melalui surat pemberitahuan.  

b. Jika hasil verifikasi sudah terpenuhi baik secara administratif maupun materi 

aduannya maka disampaikan kepada MKD untuk dibahas dalam rapat yang 

memutuskan tindak lanjut perkara pengaduan.  

c. MKD melaksanakan sidang penyelidikan untuk mendengarkan keterangan baik 

dari pengadu, para saksi maupun teradu. Apabila diperlukan, MKD dapat 

mengundang ahli terkait perkara yang sedang ditangani.  

d. Apabila penyelidikan telah cukup bukti maka perkara dapat segera diambil 

keputusan untuk menentukan jenis pelanggaran dan pemberian sanksi atau 

rehabilitasi jika tidak terbukti adanya pelanggaran.  

 

2. Sistem Pencegahan  

Sistem pencegahan adalah sistem kinerja yang terkait dengan upaya MKD dalam 

menjaga keluhuran dan kehormatan martabat Anggota DPR. Kinerja tersebut 

ditunjukkan dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam rangka 

memberi pemahaman dan pencerahan tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD. 

Pemahaman dan pencerahan tersebut disampaikan kepada Badan Kehormatan di 

berbagai kabupaten, kota, dan provinsi. Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara juga 

akan dilakukan dilakukan bersama dengan Fraksi, Alat Kelengkapan Dewan dan Unit 

Pendukung, baik dari Kesekjenan DPR maupun dari Tenaga Ahli Fraksi, Anggota, 

AKD serta Sekretaris Pribadi Anggota DPR. 

Sosialisasi ini diperlukan dalam rangka penyatuan pemahaman tentang Kode Etik 

dalam lingkup internal DPR. Selain sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara dalam 



lingkup internal, MKD juga mengadakan sosialisasi dalam lingkup eksternal, 

khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan kinerja MKD, seperti 

Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi ini 

diperlukan mengingat beberapa tugas dan wewenang MKD membutuhkan kerja sama 

dengan lembaga-lembaga tersebut.  

3. Sistem Administrasi  

Perubahan nomenklatur MKD dari BK mengharuskan perubahan tatanan administrasi 

kesekretariatan sebagai penunjang kinerja MKD secara keseluruhan. Perubahan 

tersebut berupa kebutuhan penambahan pegawai kesekretariatan dalam mendukung 

kinerja verifikasi dan penyelidikan. Demikian juga kebutuhan sistem data base serta 

fasilitas teknologi informasi yang memadai. MKD juga membutuhkan perubahan tata 

ruang kesekretariatan, keanggotaan, Pimpinan dan unit pendukung lainnya persidangan 

dalam rangka menunjang kapasitas dan kualitas yang berdampak pada wibawa MKD 

dalam melakukan aktivitas persidangan. 

 

 


